BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan jalur Kereta Api akses
Bandara Adi Soemarmo ke Stasiun Solo Balapan berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sesuai tahapan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum, yang meliputi tahapan perencanaan
persiapan pelaksanaan dan penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

Pemberian ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk jalur Kereta
Api ke Stasiun Solo Balapan telah dilaksanakan dan dibayarkan sesuai hasil
penilaian Appraisal yang telah disepakati dengan masyarakat terdampak
tertuang dalam berita acara kesepakatan. Penanganan keberatan terhadap
pemberian ganti kerugian telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
dan Penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Di mana uang ganti kerugian dititipkan

(konsinyasi) melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

B. Saran

Penyelenggara Pengadaan Tanah supaya lebih memahami bahwa dalam

pengadaan tanah ini Pihak yang Berhak tidak pada kehendak untuk melepaskan
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tanah. Kesediaan Pemilik melepaskan tanah adalah bentuk nyata peran mereka
dalam mensukseskan pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga lebih
menghargai mereka dengan cara menempatkan mereka sebagai mitra dalam
pengambilan keputusan pengadaan tanah dan mengupayakan untuk menjaga
kesejahteraannya.

Jika pemilik tanah tidak menginginkan kompensasi/besarnya ganti
kerugian yang ditawarkan Pemerintah, maka hal ini perlu ditindaklanjuti dengan

cara kompromi dan dialogis yang memprioritaskan kesejahteraan pemilik tanah.
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